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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Hubungan Hukum Antara Tim E-Sports Dengan Anak Yang Berusia 

16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet E-Sports  

Hubungan hukum yang terjalin antara pemain e-Sports terbagi menjadi 2 

(dua) yakni antara tim e-Sports amatir dengan atlet e-Sports amatir adalah 

hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian kerja sama pada 

umumnya dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Sedangkan hubungan hukum yang terjalin antara 

tim e-Sports profesional dengan atlet e- Sports professional temasuk yang 

berusia 16 hingga 17 tahun adalah hubungan kerja yang lahir berdasarkan 

perjanjian kerja dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan. Namun terdapat permasalahan dimana di antara Pasal 1 

Angka 26 Ketentuan Umum UU dan Pasal 69 Ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan terjadi inharmonisasi vertikal terkait usia pekerja anak 

yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pekerja anak usia 16 hingga 

17 tahun. Sehingga hal ini berdampak pada keabsahan hubungan kerja yang 

melibatkan pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun termasuk pekerja anak 
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sebagai atlet e-Sport. Maka dari itu dilakukan penafsiran teleologis dan 

konstruksi hukum argumentum peranalogiam terhadap ketentuan larangan 

anak bekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 138 

Mengenai Usia Anak Boleh Bekerja. Hasil dari analisis tersebut adalah 

ketentuan pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun berlaku pula bagi ketentuan 

pekerja anak 16 hingga 17 tahun. Sehingga hubungan kerja yang 

melibatkan atlet e-Sports berusia 16 hingga 17 tahun sah apabila memenuhi 

ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan atas hubungan kerja 

tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ketenagakerjaan.  

 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Berusia 16 Hingga 17 

Tahun Sebagai Atlet E-Sports 

E-Sports yang melibatkan olahraga elektronik dapat membawa berbagai 

dampak negative seperti cerdera overused, perilaku obsessive compulsive, 

dan gaming disorder. Hal ini sangat berdampak terutama bagi atlet e-

Sports berusia 16 hingga 17 tahun yang masih dalam kategori anak dapat 

menghambat hak-hak yang dimilikinya khususnya hak untuk tumbuh dan 

berkembang. Sehingga diperlukan perlindungan untuk anak agar dapat 

mencapai hak-hak nya. Dalam hal ini atlet e-Sports berusia 16 hingga 17 

tahun dengan tim e-Sports terjalon hubungan kerja, maka dari itu berlaku 

ketentuan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi atlet e-Sports berusia 

16 hingga 17 tahun diwujudkan dengan hak-hak normative yang dimiliki 
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sang anak tersebut. Hak-hak yang dimiliki atlet e-Sports berusia 16 hingga 

17 tahun antara lain:  

a. Perlindungan Hak Normatif Bersifat Ekonomis 

1) Upah, yakni upah minimum berdasarkan ketentuan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

2) Tunjangan Hari Raya (THR), yang diberikan oleh tim e-Sports 

ketika atlet e-Sports telah menempuh masa kerja selama 1 (satu) 

bulan 

3) Pesangon, ketika atlet e-Sports mengalami PHK, maka berhak 

untuk mendapatkan uang peasangon, uang uang penghargaan 

masa kerja, uang penggantian hak dengan besaran yang 

ditentukan sebagaimana masa kerja dari atlet e-Sports tersebut.  

b. Perlindungan Hak Normatif Bersifat Non Ekonomis  

1) Hak Berserikat, yakni atlet e-Sports berhak untuk membuat 

serikat pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.  

2) Hari Istirahat, Cuti, dan Hari Libur, wajib diberikan oleh tim e-

Sports kepada atlet e-Sports sesuai ketentuan ketenagakerjaan 

yang berlaku.  

3) Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atlet e-Sports berhak 

mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja berupa program 

jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan memberikan 

asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestik 
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maupun internasional. Selain itu dalam rangka memenuhi hak 

kesehatan dan keselamatan kerja atlet e-Sports berusia 16 hingga 

17 tahun, tim e-Sports wajib menetapkan waktu kerja paling lama 

3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu, pengawasan langsung 

oleh orang tua/wali, tempat dan lingkungan kerja yang tidak 

memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, 

mental dan sosial anak. 

4) Hak Atas Hubungan Kerja, harus terdapat hubungan kerja yang 

jelas karena berkaitan dengan konsekuensi hukum hak dan 

kewajiban bagi para pihak.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

saran penelitian yakni: 

1. Disarankan kepada lembaga legislatif, untuk melakukan pengkajian dan 

perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan khususnya 

mengenai pekerja anak agar mendapat kepastian hukum terkait pekerja 

anak berusia 16 hingga 17 tahun. Pengkajian ini dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan hak-hak dasar pekerja anak sebagaimana menjadi 

salah satu tujuan dari UU Ketenagakerjaan.  

2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan baru yang 

komperhensif dan mengikat mengenai e-Sports khususnya terkait atlet e-
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Sports di bawah umur. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan 

karena hanya terdapat 1 (satu) pasal terkait atlet e-Sports di bawah umur di 

peraturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan PBESI. Sehingga untuk 

menjamin kepastian hukum diperlukan membuat kebijakan yang lebih rinci 

dan mendetail terkait hubungan yang berlaku antara tim e-Sports dan atlet 

e-Sports di bawah umur, hak-hak atau perlindungan yang lebih merinci 

yang di dapatkan oleh atlet e-Sports di bawah umur karena melihat dampak 

yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak tersebut, 

serta terkait sanksi yang ditegakkan apabila tim e-Sports melanggar hak-

hak dari atlet e-Sports.  

3. Disarankan kepada pemberi kerja dengan pekerja untuk dapat memberi 

perhatian yang lebih khsusunya untuk atlet e-Sports di bawah umur, 

melihat banyaknya fenomena atlet e-Sports di bawah umur yang terjadi di 

Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberi kerja dengan pekerja 

melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan atlet e-Sports di 

bawah umur sehingga dapat memahami resiko yang terjadi dan dapat 

melakukan perlindungan yang lebih dilingkungan sosial apabila terdapat 

atlet e-Sports di bawah umur. Selain itu, meskipun tidak terdapat ketentuan 

bagi pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet e-Sports yang 

termasuk pekerja anak untuk mengambangkan bakat dan minatnya, tetapi 

ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan tentang pekerja anak secara umum 
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seperti larangan pekerja perempuan untuk bekerja dari jam 23.00-07.00, 

tetap diberlakukan.  

4. Disarankan kepada pekerja anak dengan orang tua/walinya untuk 

memperhatikan perjanjian kerja yang melibatkan pekerja anak tersebut 

agar pekerja anak mengetahui secara jelas hubungan kerja yang terjalin dan 

menjamin mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya. 

Selain itu apabila terdapat hak-hak pekerja anak yang dilanggar oleh 

pemberi kerja/pengusaha, disarankan kepada pekerja anak yang terlibat 

atau diwakili oleh orang tua/walinya untuk melaporkan pelanggaran 

tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan agar pemberi kerja/pengusaha 

dapat dikenai sanksi serta berkaitan pula dengan keefektivitasan hukum. 

5. Disarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk mengawasi fenomena di 

masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya yang 

melibatkan pekerja anak sebagai atlet e-Sports serta menindaklanjuti 

dengan memberikan sanksi terhadap pemberi kerja/pengusaha yang 

melanggar hak-hak pekerja anak tersebut.    
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